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RINGKASAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkan harkat, martabat dan harga diri pekerja serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.
Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang yaitu “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya untuk mewujudkan penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.

Bentuk pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh yang diatur dalam
ketentuan Pasal 88 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang terdiri atas: Upah minimum; struktur dan skala Upah; Upah
kerja lembur; Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran Upah; hal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan Upah; dan Upah sebagai dasar perhitungan atau
pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, alasan yang kuat untuk
penulis membahas upah pekerja perempuan dalam Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menentukan apakah ada
perlindungan hukum untuk upah pekerja perempuan di Indonesia yang bekerja di
sektor usaha kecil dan mikro.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
membawa babak baru mengenai pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada
tahun 2021 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Undang-Undang Cipta mengalami perubahan dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja. Pada tahun 2023, kemudian disahkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Tipe
penelitian yang digunakan adalah reform-oriented research yaitu penelitian yang
secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan
merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan.
Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan
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hukum primer adalah terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat
preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya
dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis.

Pengaturan upah pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah tidak ada
perbedaan dengan pembayaran upah terhadap pekerja/buruh laki-laki dalam
pekerjaan yang sama. Hal tersebut berdasarkan prinsip yang diatur di dalam
Konvensi ILO Nomor 100 tentang Kesetaraan Upah yang telah diratifikasi oleh
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957. Perlindungan terhadap
upah minimum pekerja perempuan yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Mikro
secara normatif masih belum diberikan perlindungan hukum secara maksimal, oleh
karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 bagi
pekerja yang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil, upah pekerja/buruh
perempuan dikecualikan dari pembayaran upah berdasarkan upah minimum. Hal
tersebut tentunya sangat merugikan bagi pekerja perempuan yang sangat rentan
terhadap perlakuan diskriminasi di tempat kerja
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ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Usaha Kecil dan
Mikro

Tujuan penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Upah
Pekerja Perempuan yang Bekerja di Sektor Usaha Kecil dan Mikro”adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pengaturan upah pekerja perempuan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan terhadap
upah minimum pekerja perempuan yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Mikro.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan upah pekerja
perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah tidak ada perbedaan dengan
pembayaran upah terhadap pekerja/buruh laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Hal
tersebut berdasarkan prinsip yang diatur di dalam Konvensi ILO Nomor 100
tentang Kesetaraan Upah yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-
Undang Nomor 80 Tahun 1957. Kedua, Perlindungan terhadap upah minimum
pekerja perempuan yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Mikro secara normatif
masih belum diberikan perlindungan hukum secara maksimal, oleh karena
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 bagi pekerja
yang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil, upah pekerja/buruh perempuan
dikecualikan dari pembayaran upah berdasarkan upah minimum. Hal tersebut
tentunya sangat merugikan bagi pekerja perempuan yang sangat rentan terhadap
perlakuan diskriminasi di tempat kerja.
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The purpose of the thesis research entitled "Legal Protection of the Wages of
Women Workers Working in the Small and Micro Enterprises Sector" is to find out
and analyze the regulation of wages for women workers based on Law Number 6
of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2
of 2022 concerning Job Creation to become Law and to find out and analyze the
protection of the minimum wage for women workers working in the Small and
Micro Enterprises sector.

The research results obtained are First, the regulation of wages for women workers
based on Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become
Laws is that there is no difference in paying wages to male workers/laborers in the
same job. This is based on the principle stipulated in the ILO Convention Number
100 concerning Equal Pay which has been ratified by Indonesia with Law Number
80 of 1957. Second, protection of the minimum wage for women workers who work
in the Small and Micro Enterprises sector is normatively still not given maximum
legal protection, because based on the provisions of Government Regulation
Number 36 of 2021 for workers who work in the micro and small business sector,
the wages of women workers/laborers are excluded from paying wages based on
the minimum wage. This is of course very detrimental for women workers who are
very vulnerable to discrimination in the workplace.
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